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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun
berdasarkan Perjanjian Kineria Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) RPD tahun 2024-2026. LKIP Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi
serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LKIP
Bappelitbangda dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Sulawesi Selatan, menuju
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Rencana kinerja Tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran
startegis dan 4 (empat) indikator kinerja, LKIP ini disgjikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu
Bab Pendahuluan, Bab Perjanjian Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup.

Akhir hata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Bappelitbangda Provimsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 akan semakin memberikan
informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaaat bagi perencanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan untuk tahun 2024.

Makassar, Februari 2025

KEPALA BADAN
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Pangkat : Pembina Utama Muda
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BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalom rangka mewujudkan sistem penyelenggaraon good
governance dan cean governance diperlukan
langkah strategis dengan memformulasikan sebuah
kebijakan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjaowaban yang tepat, jelas, terukur dan
sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas

dari kRorupsi, kRolusi dan nepotisme.

Penyunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Instansi Pemerintah
Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu
mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan
nedara dan pemerintahan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja
adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada Gubernur
atas kinerjoa yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya
perbaikan berkesinambunangan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatansehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang

akan datang.
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A.1 POHON KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan
dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomo 1 Tahun 2019 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023.Sertaberdasarkan Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021tentang
Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan menyusun pohon Rinerja berdasarkan tugas, pokok dan
fungsi dengan menentukan hasil yang akan dicapai dengan menurunkan
Critical Success Factor (CSF). Adapun Pohon Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelition dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagai berikut :
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Gambar A.1 Pohon Kinerja Bappelitbangda

[ i i dan Evaluasi Daersh |

| K. INDEKS PERENCANAAN |

- — =
inewasi untuk mendukung kinerja Pembongunan Deersh,

[RTe——— P —— o v B

£ Fama et palan st et rsgraee

Maaingtamen K aca e sk ansras Gacst =

P Tata Sapaian Krarhs Trogram Peerbas Pamba g Dasah (555 Karmimara e PO AT waeemny
oo
2% Gorsimaes rogram TP saachr 4430

LT aenreans ael g yaog Amastoan e Parangn Dt

- L

Forearemmrs Tarwnludngs
semeran g s Pasdas i Paean unae Dsarat, Pargamans can Daaran
ks baavaran
[t o
- Sursah Pealatan . CL i herianon S e e o s L

Periengiapan karear
vang disediaban

- i
Farsbangiran s e Dokamen Famecanaar kit 7D gl Bldang Prrgaartangan Daeat
g Daecat

[r—

I ) RV IR IR T LR V. I I - =

| [ | [ e e =] [ i s sz e
ollarern el Laparan. B taraearmn Laparur Hasd. Lageran amd oerercanan Wendapaia s Srieorka Terercarant o ngemimngan
s il jues fiy i | |t [y
reve e [ ) [bo——. Pt ot o E—
o o oy [t [
[ :
e
o | (i ey Pt e e A ore— prre ey [l ey | e — =
e bt B i e [ coseine o -
tma uargee Eo— e e o [ — . —
e [rer et i
T e g et o et ot
o S vt — e bt . ]
fa [ o
ey
[
e g e

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA- 2024



A.2 Cascading Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021
tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Bappelitbangda
Menyusun Cascading Kinerja berdasarkan perjenjangan kinerja dengan
menyesuaikan program, kegdiatan dan sub kegiatan yang terpetakan

dalam gambar A.2 Cascading Kinerja Bappelitbangda sebagai berikut :
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Gambar A.2 Cascading Kinerja Bappelitbangda
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A.2 Peta Proses Bisnis dan $truktur Organisasi

Peta Proses bisnis adalah sebuah acuan bagi instansi pemerintah
untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi untuk menghasilkan Rinerja. Hal tersebut, sesuai dengan yang
telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka terkait hal tersebut Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

Gambar A.2 Gambaran Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Prov. $ulsel
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A.3TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu
perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan
dan Dbertanggungjowab atas perencanaan pembangunan daerah.
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Kemudian, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka
nomenklatur sub bidang pada Bappelitbangda berubah menjadi
subkoordinator. Adapun susunan organisasi Bappelitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan, terdiri dari :

Kepala Badan;

o

b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Program;
2. Subbagion Umum dan Kepegawaian, dan
3. Subbagion Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alom, terdiri atos
kelompok jabatan fungsional;

f. Bidang Infrastruktur dan kewilayahan, terdiri atas kelompok
jabatan fungsional;

g. Bidang Penelitiaon dan Pengembangan, terdiri atas kelompok
jabatan fungsional;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Adapun struktur organisasi Badan  Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan  Pengembangan  Daerah
(Bappelitbangda) Provinsi  Sulawesi Selatan berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar A.3 $truktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
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A.4 I1SU ISU STRATEGIS

Keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari
sejauh mana organisasi tersebut dapat mengetahui dan merespon
permasalahan yang didapat dengan berbagai kebijakan dan Tindakan
yang tepat. Kemudian isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalom perencanaan pembangunan
daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik  bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menendah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan dua
urusan yakni urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Urusan
Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2024, rumusan permasalahan

Bappelitbangda adalah sebagai berikut :
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Pohon masalah

Belum optimalnya peningkatan Akuntabilitas
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Belum Optimalnya
Belum op hasil litbang
perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam dokumen
perencananan
|
\ \ \ |
Kurangnya Konsistensi o Dinamika perubahan kebijakan i ¢
Masih terdapat dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang penjabaran RPIMD Koy iopren nasional yang tinggi, sehinngga EEl t_)ptlr(\alnya = e kurangny_a OR
tidak selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan kedalam RKPD dan Pembangunan Daerah mempengaruhi proses rekomendasi hasil penelitian  yang menghasilkan
dasrsh APED masih rendah perencanaan dan evaluasi yang ditindak lanjuti inovasi daerah
" Kurangnya Perangkat Mash kurangnya
Kurangnya kualitas para perencana atau L ;ﬁ'y:::atzry:n?aﬁ:g irzzl::nr;gs?n::t?ndaas?h Adanya ego sectoral L Daerah yang minat dan kapasitas
| penempatan kesubag program i PD belum apn belﬂm | | kurany ugna yang masih dominan memanfaatkan hasil ASN untuk
sepenuhnya memahami peraturan terkait yang g8 litbang menghasikan inovesi
perencanaan penyusunan dokumen
perencanaan
Periodesasi
Verifikasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan jangka Perien
IS } ; L ; jenjangan
kurang dilakukan dengan maksimal menengah‘yanlg t":ak | indikator belum tepat
0 atrheve dan belum mengukur
PEMmEATianian secara tepat
Masih lebih fokus
1 terhadap realisasi fisik
Kiurang selarasanya | gan kurang pada
penganggaran dengan kinerja yang telah
— yang ditetapkan di ditargetkan
dokumen
perencanaan
Belum adanya
| pedomandan
standarisasi terkait
pengelolaan data

Dengan demikian isu-isu strategis Bappelitbangda adalah
1.  Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Daerah.

A.5 DUKUNGAN $DM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda
Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang
terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2024, jumlah
pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 177

orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;
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Tabel 1.1, Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Kualifikasi dan Jenis
Kelamin Data Juli 2024

No.

Jabatan

Pegawai yang ada

Jenis Kelamin

Jml

Kualifikasi

Laki

Peremp

1. Pelaksana

90

1. Esselon 2 1 S3 1
2. Esselon 3 6 $2:5,53:1 5 1
3. Esselon 4 3 $2:151:2 2 1

$3:1, 52:25, 51:37,
D4:11

D3:1, SMA: 16, SD: 2

54

39

1. Perencana 44 | $3:2 52:32 S1:10 16 28
2. Peneliti 10 | S3:1, 52: 8, S1:1 4 6
3. | Anadlis Kebijakan 3 $3:2 521 3 (o]
4. | Perekayasa 2 $2:2 1 1
5. | Pustakawan 2 S1:22 1 1
6. | Arsiparis 3 S1:3 1 2

7. Analis SDM

S1:1

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. Bappelitbangda Prov. Sulsel 2024
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Berdasarkan tabel diatas, sumber daya manusia Bappelitbangda sudah
cukup memadai, dengan Pendidikan tertinggi adalah S3 (Doktor) dan
Pendidikan terendah adalah SD (Sekolah Dasar). Adapun Pegawai dengan
jabatan S3 mengisi jabatan structural, pelaksana substatif dan fungsional
tertentu, sedangkan untuk SD mengisi jabatan pelaksana. Dilihat dari jenis
kelamin, jumlah total sumber daya manusia hampir seimbang antara laki-
laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 88 orang
atau 52% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah

80 orang atau 48% dari jumlah total pegawai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan dapat berjalan dengan baik, juga perlu didukung oleh ketersediaan
prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana
penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan

perlengkapan perkantoran, sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumiah Aset pada Bappelitbangda Prov $ulsel Januari 2025

No
Urut

Gol

Ko
. de Nama Jumlah Jumlah Harga
Bidang . Keterangan
Bidang Barang Barang (Rp)
Barang

113 1 [TANAH 1 534,597,040.00
a. Tanah 1 534,597,040.00
1|3 2 |PERALATAN DAN MESIN 2766 22,131,855,224.00

a. Alat Besar

8,602,500.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA - 2024



Nama
Bidang Barang

Jumlah Harga
(Rp)

Keterangan

b. Alat Angkutan 50 4,790,401,200.00
c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1 3,000,000.00
d. Alat Pertanian 1 450,000.00
e. Alat Kantor Dan Rumah
1652 7,607,792,210.00

Tangga
f. Al io, ikasi

at Studio, Komunikasi Dan 139 1,015.710,600.00
Pemancar
g. Alat Kedokteran Dan
Kesehatan
h. Alat Laboratorium 189 1,005,415,598.00
i. Alat Persenjataan
j. Komputer 732 7,679,243,116.00

k. Alat Eksplorasi

I. Alat Pengeboran

m. Alat Produksi, Pengolahan
Dan Pemurnian

n. Alat Bantu Eksplorasi

o. Alat Keselamatan Kerja

p. Alat Peraga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA - 2024




Nama
Bidang Barang

g. Peralatan Proses/Produlksi

Jumlah Harga
(Rp)

Keterangan

r. Rambu - Rambu 1 21,240,000.00
s. Peralatan Olah Raga

GEDUNG DAN BANGUNAN 24 11,564,799,000.00
a. Bangunan Gedung 23 11,182,452,500.00
b. Monumen

c. Bangunan Menara

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 382,346,500.00,
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 8 943,859,700.00
a. Jalan Dan Jembatan

b. Bangunan Air 2 29,600,000.00
c. Instalasi 4 489,252,700.00
d. Jaringan 2 425,007,000.00
ASET TETAP LAINNYA 10 1,328,977,850.00
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Nama
Bidang Barang

a. Bahan Perpustakaan

10

Jumlah Harga
(Rp)

1,328,977,850.00

Keterangan

b. Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

c. Hewan

d. Biota Perairan

e. Tanaman

f. Barang Koleksi Non Budaya

g. Aset Tetap Dalam Renovasi

KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN

89,299,500.00

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan

89,299,500.00

ASET LAINNYA

38

2,086,241,500.00

a. Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga

b. Aset Tidak Berwujud

16

1,983,672,000.00

c. Aset Lain-Lain

22

102,569,500.00
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Nama Jumlah Harga
Bidang Barang (Rp)

Keterangan

JUMLAH 2,086,241,500.00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelibangda)
Prov. Sulsel Tahun 2024

Tabel 1.3 Aset Peralatan dan Mesin sampai dengan Januari 2025 sebagai
berikuts

No Nama Barang Jumliah Keterangan

1. Note Book/ Laptop 190 unit Rusak berat 90 unit

2. PC/ Komputer 190 unit Rusak berat 70 unit
Printer 176 unit Rusak berat 76 unit

4. Kendaraan Roda 7 unit Eselon 2 : 1 unit
Empat Eselon 3: 6 unit

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelibangda) Prov. Sulsel Tahun 2024

Tabel 1.4 Perbandingan Dubkungan Anggaran Tahun 2022, 2023 dan Tahun

2024
Tahun Jumlah
2022 Rp. 62.878.889.896,-
2023 Rp. 59.047.162.186,-
2024 Rpe 52:664.397.845.~

Sumber : Bappelitbangda 2024
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Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Bappelitbangda yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 52.664.397.845,-, yang
jira dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2023 terjadi penurunan sebesar
Rp. 6.382.764.341,-.
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BAB Il PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STARTEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana
strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratedgis.
Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang
diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor -
faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal
yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi
dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, progrom serta kegiatan yang
realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam

menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis tingkat OPD berupa dokumen Renstra
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembanan Daerah
Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat
Provinsi berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah

berakhir pada tahun 2023 dan daerah Otonom Baru.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana
tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) RPD Bappelitbangda Tahun

2024-2026 selama kurun waktu 3 tahun:
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Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
TUJUAN/SASARAN
2024 2025 2026
7 2 3 4 5 6 V 4 8
Tujuan RPD Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi
RPD
$asaran RPD Meningkatnya akuntabilitas kRinerja pemerintahan daerah

Indikator $asaran Nilai SAKIP Provinsi
RPD
1 Meningkatnya
akuntabilitas

kinerja
Perangkat
Daerah
1 Meningkatnya 1 Indeks perencanaan Nilai/Indeks 70 4 72
keselarasan Pembangunan Nasional
perencanaan dan (IPPN)
evaluasi
pembangunan
daerah
2 Rata-rata capaian % 95,5 96 96,25
indicator Rinerja
program
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2 Meningkatnya 1 Nilai SAKIP OPD Nilai A A A
akuntabilitas
kinerja
perencanaan dan
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah
Sasaran RPD Optmalnya kudlitas pelayanan publik

Indikator $asaran Indeks Pelayanan Publik
RPD

1 Meningkatnya 1 Indeks Inovasi Daerah Predikat Inovatif Inovatif Inovatif
partisipasi
perangkat
daerah dalom
mengembangkan
inovasi untuk
mendukung
kinerja
Pembangunan
Daerah
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B. PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Rinerja ini merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam dokumen perjanjian

kinerja ini juga memuat sasaran strategis, indicator kRinerja utama organisasi,

target kinerja dan anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

telah menetapkan Indicator Kinerja Utama (IKU) Tahunan berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

1887/1132/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Perubahan Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, dan pengembangan Daerah provinsi Sulawesi Selatan sebagai

berikut :

Tabel 2.2 IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiaon dan Pengembangan

SASARAN

Meningkatnya

keselarasan

perencanaan dan

evaluasi
pembangunan

daerah

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Indeks
perencanaan

Pembangunan
Nasional (IPPN]

Rata-rata
capaian
indicator
Rinerja

program

Daerah
SATUAN

Nilai/Indeks

%

FORMULASI

PENGUKURAN

Nilai Indeks
yang diberikan

oleh Bappenas

Jumlah
indicator
program

seluruh OPD

yang mencapai

SUMBER DATA

Bidang
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Bidang
Perencanaan,
Pengendalian,

dan Evaluasi
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target dibagi Pembangunan
jumlah Daerah
indicator

program OPD

dikali 100
Meningkatnya Indeks Inovasi Predikat | Nilai Indeks Bidang
partisipasi Daerah yang diberikan | Penelitian dan
perangkat oleh Pengembangan
daerah dalom Kemendagri

mengembangkan
inovasi untuk
mendukung
kinerja
Pembangunan

Daerah

Perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelition dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai

berikut :
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
$ASARAN
1. Meningkatnya keselarasar Indeks 70

perencanaan dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah Pembangunan
Nasional (IPPN)
Rata-rata 95,5
capaian indicator
Rinerja program
2. Meningkatnya partisipasi  Indeks Inovasi Inovatif
perangkat daerah dalom Daerah
mengembangkan inovasi

untuk mendukung
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kRinerja Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
perencanaan dan

pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah

Nilai SAKIP OPD

Pada tahun anggaran 2024, Bappelitbangda Provinsi melaksanakan

kegiatan dengan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.

52.664.397.845,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 52.408.680.845,- dan

Belanja Modal Rp. 235.717.000,-

Anggaran belanja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

yang dialokasikan ke sasaran Strategis berdasarkan DPAP Tahun 2024

sesuai yang tercantum dalam tabel

S$asaran Anggaran
Meningkatnya Rp. 6.760.093.200-
keselarasan

perencanaan dan
evaluasi
pembangunan

daerah

Meningkatnya Rp. 3.627.863.000,-
partisipasi

perangkat daerah

dalam

mengembangkan

inovasi untuk

Persentase
12,84%

6,89%

Keterangan
Program
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah, Progrom
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah
Program
Penelitian dan
Pengembangan

Daerah
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mendukung
kinerja
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya Rp. 42.256.441.645,-
akuntabilitas
Rinerja
perencanaan dan
pengelolaan
keuangan
Perangkat Daerah
JUMLAH Rp.52.664.397.845,-

80,24%

100%

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah

Daerah Provinsi

Bappelitbangda
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BAB IIl AKUNTABILITAS KINERJA

E. CAPAIAN KINERJA 2024

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijokan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik setiap
tahun.

Adapun Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Seatan telah melaksanakan
pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala
Bappelitbangda dengan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024. Dengan
perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan

Pertanggung jaowaban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam
perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang
berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

a) Pencapaian sasaran organisasi;

b) Readlisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;

o) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan

d) Pembandingan capaian indikator Rinerja tahun berjalan dengan
capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator
kinerja sasaran (outcome), target Rinerja, realisasi, persentase capaian target
kinerja, program/kegiatan/sub kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per
program/kegiatan/sub kegiatan. Inti dari pengukuran kRinerja adalah
perbandingan antara capaian Rinerja yang diukur dengan indikator Rinerja atau

ukuran Rinerja sebagai alat ukurnya.
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A.1 Target dan Realisasi Kinerja $asaran Tahun 2024

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja
Bappelitbangda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan
pencapaian yong semakin baik. Untuk skala pengukuran Rkinerja dan

predikatnya adalah sebagai berikut:

Tabel3.1 $hala Nilai Peringhat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja
1 91 % < Sangat Tinggi
2 76 % sd 90 % Tinggi
3 66% sd 75 % Sedang
4 51% sd 65 % Rendah
5 50 % Sangat Rendah

a. Capaian kinerja 91%s = Sangat Tinggi

b. Capaian kinerja 76% sampai dengan 90% = Tinggil
c. Capaian kinerja 66% sampai dengan 75% = Sedang
d. Capaian kinerja 50% = Sangat Rendah

Berdasarakan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (Empat) indikator
kRinerja utama yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengukur ketrecapaian 3 (tiga)
sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024
secara umum capaian realiasi atas target yang telah ditetapkan tahun 2024
adalah 105,76%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja
dibawah ini. Dalam proses pengukuran Rinerja ini perlu diperhatikan pula
prinsip-prinsip kReseimbangan biaya dan manfaat serta efesiensi dan efektivitas.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten,
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maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan
memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan
di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya dan Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang
ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur
keberhasilan pencapaion sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat
pencapaian kRinerja sasaran Perencanaan Pembangunan, Penelition dan
Pengembangan Daerah Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
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NO SASARAN INDIKATOR CARA TARGET KINERJA REALISASI TINGKAT KET
KINERJA PERHITUNGAN S$ASARAN Tahun CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR 2024 (%)
KINERJA SATUAN TAHUN
SASARAN 2024
7 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatn Indeks Nilai Indeks yang Nilai/Indeks 70 78,49 12,13 Sangat
ya perencana = diberikan oleh Tinggi
keselarasan an Bappenas
perencanaa Pembang
ndan unan
evaluasi Nasional
pembangun (IPPN)
an daerah
Rata-rata  Jumlah indicator % 95,5 924,11 98,54 Sangat
capaian program yang Tinggi
indicator mencapai target
kinerja dibagi jumlah
program indicator program
dikali 100
2 Meningkatn Indeks Nilai Indeks yang Predikat Inovatif Inovatif 112,37 Sangat
ya Inovasi diberikan oleh (53,09) (59,66) Tinggi
partisipasi Daerah Kemendagri
perangkat
daerah
dalam
mengemba
ngkan
inovasi
untuk
mendukung
kinerja
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Pembangu
nan Daerah

Meningkatn
ya
akuntabilit
as kinerja
perencanaa
ndan
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah

4. Nilai
SAKIP
OPD

Hasil Review
Inspektorat atau
Implementasi
SAKIP pada

Perangkat Daerah

Predikat A (83) A (83,00) 100 Sangat
Tinggi
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A.2 Realisasi Kinerja $asaran sampai dengan Tahun 2024 terhadap
target Akhir Rencana $trategis (Renstra) Tahun 2018-2023

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

sebagaimana yang tercantum pada Renstra RPD Periode Tahun 2024-2026.

Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun terakhir periode Renstra 2024-2026 disebabkan tahun 2024

merupakan tahun pertama Resntra RPD tahun 2024-2026 dan tidak dapat

diperbandingkan capaian tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan oleh:

1.

Adanya perubahan indicator kinerja berdasarkan adanya Regulasi
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan daon Keuangon Daerah dan
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Adanya pohon kinerja dan perubahan penjenjangan Rinerja.

Tahun 2024 merupakan Tahun pertama periode Renstra RPD Tahun
2024-2026 Sehingga untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat
atau menurun dari tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan

pengukuran.

A.3 Analisis Capaian Kinerja $asaran $trategis.

Pada analisis capaian kinerja membahas pencapaian formulasi dan cara
perhitungan dalom memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Rinerja serta alternatif

solusi yang telah dilakukan.
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A.3.1. $asaran $trategis 1($atu)

Meningkatnya keselarasan perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah

[ Target s 70 ]

Indikator :
1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
(IPPN)

©
2. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program [ 'I':n-get 5P ) ]

Telah disebutkan diatas bahwa sasaran ke-1 mempunyai 2 (dua) indicator
kinerja, sasaran ke-1 menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam; dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sasaran Strategis Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah dengan Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional (IPPN). Penilaian IPPN dimaksudkan untuk menilai kualitas
perencanaan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
ditunjukkan dengan adanya integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan antar
rencana secara berjenjang atau hirarki. Komponen utama dari penilaian IPPN
ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D
sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan dari penilaian
IPPN ini adalah untuk memastikan kudalitas perencanaan yang telah disusun
oleh seluruh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk
memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak
terkait.
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan redlisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indeks perencanaan
Meningkatnya  pembangunan Nasional 70 78,49 112,13

keselarasan (IPPN)
perencanaan
dan evaluasi
pembangunan  Rata-rata capaian
2 daerah indicator Rinerja 95,5% 94,11 98,54
program

4 Penjelasan target, realisasi dan capaian indicator ke-1 sasaran ke-1

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indicator
kRinerja sasaran yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

(IPPN). Maksud dari indicator ini adalah bahwa target penilaian IPPN
Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bappenas dengan nilai sebesar 70. Sampai

dengan akhir tahun 2024 hasil penilaian IPPN Provinsi Sulawesi Selatan oleh

Bappenas dengan nilai 78,49 dengan kategori cukup baik.

Capaian kinerja sasaran ke-1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

(IPPN) rasio capaiannya sebesar 112,13%. Fokus utama dalam penilaian Indeks

Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan oleh Kementerion PPN/Bappenas adalah mengukur kualitas hasil

perencanaan yand dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi.

Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk

mengukur kudlitas hasil perencanaan dalam IPPN Pemerintah Provinsi

tersebut, yang meliputi:

1. Sinergi Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjosama yang
harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalom rangka mencapai
sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah
Rhususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap

pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan diukur atas:
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e Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN.

e Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP.

e Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program
Prioritas Nasional/Major Project dalom Dokumen RKPD.

Kualitas Perencanaan Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi, perlu dilakukan juga penilaian terhadap hasil akhir dari kualitas
perencanaan yang dilihat dari bagaimana kesesuaian dari tiap-tiap
bagiannya. Sub Komponen dari penilaian terhadap kualitas perencanaan
di daerah, diukur berdasarkan: e Kesesuaian antara Isu Strategis — Target
— Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD. e Inovasi Perencanaan
Pembangunan

Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan
Kinerja Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan
perencanaan Rinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan Rinerja di
Pemerintah Provinsi telah disesuaikan substansinga dengan rencana
pembangunan nasional. Sehingga, nantingya apa yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dapat secara langsung berhubungan dengan usaha
pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk

pencapaian institusinya saja

Berdasarkan Kertas Kerja yang telah dijustifikasi, aspek yang dinilai pada
Pemerintah Provinsi terdiri dari aspek Sinergi, Kualitas Perencanaan, serta
Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaaon
Kinerja. Ketiga aspek tersebut dirinci menjadi indikator dan sub-indikator
yang masing-masing diberi bobot penilaian. Tabel berikut menjelaskan
terkait aspek dan indikator yang dinilaikan pada Pemerintah Provinsi,

bobot penilaian, serta dokumen yang dinilai.
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No. Aspek Bobot Indikator Bobot $umber Data

1. | Sinergi 32 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan 9 RPJMN-RPJMD
Dokumen RPJMN
Keselarasan Dokumen RKPD dengan 13 Modul PPD dan RKP
RKP - RKPD
Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) 10 RKP - RKPD

untuk Membiayai Program Prioritas

Nasional/Major Project dalam Dokumen

RKPD
2. | Kualitas 58 Kesesuaian antara Isu Strategis — Target 49 Modul PPD dan
Perencanaan — Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD RPJMD / RKPD
atau RKPD
Inovasi Perencanaan Pembangunan 9 Modul PPD
3. | Keterhubungan 10 Target dan Sasaran Pembangunan 10 RKPD - Renstra /
Perencanaan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Renja OPD
Pembangunan Kinerja Lembaga terkait

dengan

Perencanaan Kinerja
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Hasil akhir penilaian IPPN Pemerintah Provinsi secara keseluruhan tersebut
selanjutnya akan diberi predikat dengan mengacu pada kriteria predikat
sebagaimana tertuang dalom Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Pemeringkatan predikat tersebut
dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel
berikut:

Kriteria Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan hasil Penialian

IPPN Pemerintah Provinsi

Rentang Nilai Predikat
91,00 - 100,00 Sanga Baik
81,00 — 90,99 Baik
71,00 — 80,99 Cukup Baik
61,00 — 70,99 Kurang
< 60,99 Sangat Kurang
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Rekap hasil penilaian IPPN Pemerintah Provnsi Sulawesi Selatan

Aspek Indikator Sub~Indikator Sub-$ub Indikator Bobot Rata-rata

Mahsimum | keseluruhan

Bobot
1. Sinergi 1.a. Keselarasan 1.a.1 Keselarasan antara Sasaran 1.a.1.a Tingkat Keterkaitan Indikator 0,50 0,34
Dokumen RPJMD dan Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Daerah dalam RPJMD dengan RPJMD dengan PN RPJMN
RPJMN Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1.a.1.b Tersedianya Tabel 0,50 0,00
RPIMN Persandingan antara Sasaran

Pembangunan daerah RPJMD

dengan PN RPJMN

1.a.1.c Tingkat Keselarasan Prioritas 0,50 0,50

Pembangunan Daerah dalam RPJMD
dengan PN RPJMN

1.a.1.d Tersedianya Tabel 0,50 0,00
Persandingan antara PN RPJMN

dengan Prioritas Pembangunan

Daerah
1.a.2 Tersedianya Dukungan 1.a.2.a Ketersedioan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalom RPJMD Program Daerah dalom RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
Prioritas dalom RPJMN dalom PN 1 (Penguatan Ekonomi
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dan Pertumbuhan Berkualitas)

RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah

1.a.2.b Ketersedioan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalom RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalam PN 2 (Pengembangan dan
Pemerataan Wilayah) RPJMN Sesuai

Kewenangan Daerah

1.a.2.c Ketersediaan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalom RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalom PN 3 (Peningkatan Sumber
Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing) RPJMN Sesuai

Kewenangan Daerah

1.a.2.d Ketersediaan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalam RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalom PN 4 (Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan) RPJMN

Sesuai Kewenangan Daerah

1.a.2.e Ketersedioan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalam RPJMD

untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur
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dan Pelayanan Dasar) RPJMN Sesuai

Kewenangan Daerah

1.0.2.f Ketersediaan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalom RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalam PN 6 (Lingkungan Hidup,
Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim) RPJMN Sesuai Kewenangan

Daerah

1.a.2.9 Ketersedioan Dukungan 0,43 0,43
Program Daerah dalam RPJMD
untuk Mendukung Kegiatan Prioritas
dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik) RPJMN Sesuai

Kewenangan Daerah

1.a.3 Indikator Makro pada RPJMD 1.a.3.a Tingkat Pengangguran 0,50 0,40
Selaras dengan Indikator Makro Terbuka (TPT) (%)

pada RPJMN 1.a.3.b Tingkat Kemiskinan (%) 0.50 0,29
1.a0.4 Dokumen RPJMD Selaras 1,00 1,00

dengan Proyek Prioritas Strategis

1.a.5 Komponen SPM di RPJMD 1,00 1,00
Diselaraskan dengan Komponen
SPM Nasional
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1.a0.6 Target SPM Daerah 1,00 1,00
Diselaraskan dengan Target SPM

Nasiona
1.b Keselarasan 1.b.1 Keselarasan antara Sasaran dan 2,50 1,33
Dokumen RKPD Prioritas Pembangunan Daerah
dengan RKP dalam RKPD dengan Sasaran

Prioritas Nasional (PN) RKP

1.b.2 Tersedianya Dukungan 1,50 0,60

Program Daerah RKPD terhadap
Kegiatan Prioritas pada PN 1:
Penguatan EkRonomi dan
Pertumbuhan berkudlitas RKP

1.b.3 Tersedianya Dukungan 1,50 0,30
Progrom Daerah RKPD terhadap
Kegiatan Prioritas pada PN 2
Pengembangan dan Pemerataan
Wilayah RKP1,50

1.b.4 Tersedianya Dukungan 1,50 0,45
Progrom Daerah RKPD terhadap

Kegiatan Prioritas pada PN 3:
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Berkuadlitas dan Berdaya Saing RKP

1.b.5 Tersedianya Dukungan 1,50 0,00
Program Daerah RKPD terhadap
Kegiatan Prioritas pada PN 4:
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Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan RKP
1.b.6 Tersedianya Dukungan 1,50 0,15

Program Daerah RKPD terhadap
Kegiatan Prioritas pada PN 5:
Penguatan Infrastruktur dan

Pelayanan Dasar RKP

1.b.7 Tersedianya Dukungan 1,50 0,45
Program Daerah RKPD terhadap
Kegiatan Prioritas pada PN 6:
Lingkungan Hidup, Ketahanan

Bencana, dan Perubahan [klim RKP

1.b.8 Indikator Makro pada RKPD 1.b.8.a Tingkat Pengangguran 0,75 0,65
Selaras dengan Indikator Makro Terbuka (TPT) (%)
pada RKP 1.b.8.b Tingkat Kemiskinan (%) 0,75 0,48
1.c Kesesuaian 1.c.1 Tersediaonya Dukungan APBD 10,00 10,00
Anggaran Daerah untuk Program Prioritas Nasional /
(APBD) untuk Major Project dalam Dokumen
Membiayai RKPD

Program Prioritas
Nasional / Major
Project dalom
Dokumen RKPD
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2. Kudlitas

Perencanaan

2.a Kesesuaian
antara Isu Strategis
— Target — Program
| Kegiatan / Proyek
di RPJMD atau
RKPD

2.a.1 Kesesuaian Isu Strategis dengan

Kebutuhan Daerah

2.a.1.a Keterkaitan Permasalahan
daerah (Kebutuhan Daerah) dengan

Hasil Evaluas

6,00

4,08

2.a.1.b Keterkaitan Prioritas
Pembangunan Daerah dengan

Permasalahan Pembangunan

6,00

6,00

2.a.1.c Penyusunan Prioritas
Pembangunan Daerah berdasarkan

Isu Strategis

6,00

6,00

2.a.2 Kesesuaian Target dan Sasaran
Pembangunan dalam
menyelesaikan Isu dan Prioritas

Daerah

2.a.2.a Tersedianya Indikator Sasaran
untuk Isu Strategis/Prioritas

Pembangunan Daerah

6,00

6,00

2.a.2.b Tingkat Kesesuaian Indikator
Sasaran Prioritas Pembangunan
Daerah dalam Menyelesaikan Isu
Strategis Daerah/Prioritas

Pembangunan Daerah

8,00

8,00

2.a.3 Kesesuaian Program/Kegiatan
[Proyek dalam Mencapai Target

dan Sasaran Progrom

2.a.3.a Prioritas Pembangunan
Daerah Dijabarkan Menjadi Program

Prioritas

8,50

8,50

2.a.3.b Tingkat Keterkaitan Indikator
Sasaran Prioritas Pembangunan
Daerah dengan Indikator Kinerja

Program Prioritas

8,50

8,25

2.b.1 Keterkaitan Permasalahan

dengan Inovasi yang Dilaksanakan

4,50

2,15
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2.b Inovasi 2.b. 2 Keterkaitan Output dengan 4,50 1,80
Perencanaan Outcome Inovasi
Pembangunan
3.Keterhubungan 3.a Target dan 3.a.1 Cascading Target 3.a.1.a Tersedianya 5,00 5,00
Perencanaan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Penanggungjawab OPD untuk
Pembangunan Pembangunan Target Kinerja Lembaga Terkait di Masing-masing Program Prioritas
dengan daerah Menjadi dalam Pemerintah Daerah 3.a.1.b Target dan Sasaran Prioritas 5,00 0,76
Perencanaan Target dan Sasaran Daerah Menjadi IKU OPD yang
Kinerja Kinerja Lembaga Bertanggungjawab

terkait
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Analisis hasil penilaion perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

1.

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.1) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional
(PN) RPJMN.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Sinergi (1.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,84
dari nilai maksimumnya sebesar 2,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalom
RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN dapat diberikan
predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.2) Tersedianya Dukungan Prograom Daerah
dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN
Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Sinergi (1.0.2) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 3,01
dari nilai maksimumnya sebesar 3,01. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediacan Dukungan Progrom Daerah dalom RPJMD untuk
Mendukung Kegiatan Prioritas dalom RPJMN dapat diberikan predikat
Sangat Baik.

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.3) Indikator Makro pada RPJMD Selaras
dengan Indikator Makro pada RPJMN.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Sinergi (1.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,69
dari nilai maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Indikator Makro pada RPJMD dengan Indikator
Makro pada RPJMN dapat diberikan predikat Kurang.

Penilaian Aspek Aspek Sinergi (1.a.4) Dokumen RPJMD Selaras dengan
Proyek Prioritas Strategi.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.0.4) pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adaloh 1,00 dari nilai
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maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Proyek Prioritas Strategis
dapat diberikan predikat Sangat Baik.

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.5) Komponen SPM di RPJMD Diselaraskan
dengan Komponen SPM Nasional.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.5) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1,00 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Komponen SPM di RPJMD dengan Komponen SPM
Nasional dapat diberikan predikat Sangat Baik.

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.6) Target SPM Daerah Diselaraskan dengan
Target SPM Nasional.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.6) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1,00 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Target SPM Daerah dengan Target SPM Nasional
dapat diberikan predikat Sangat Baik.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.1) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional
(PN) RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.1) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1,33 dari nilai
maksimumnya sebesar 2,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalom
RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP dapat diberikan
predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.2) Tersedianya Dukungan Prograom Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan
Pertumbuhan Berkualitas RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.2) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,60 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka

ketersediacan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
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10.

1.

12

Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas
RKP dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.3) Tersedianya Dukungan Program Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan
Pemerataan Wilayah RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.3) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,30 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediacan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP
dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.4) Tersedianya Dukungan Program Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber
Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.4) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,45 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing RKP dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.5) Tersedianya Dukungan Program Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.5) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,00 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
RKP dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.6) Tersedianya Dukungan Program Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur
dan Pelayanan Dasar RKP

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.6) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,15 dari nilai
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13.

14.

15.

16.

maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP
dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.7) Tersedianya Dukungan Program Daerah
RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup,
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.7) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,45 dari nilai
maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan
Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim RKP dapat diberikan predikat Sangat Kurang.
Penilaion Aspek Sinergi (1.b.8) Indikator Makro pada RKPD Selaras
dengan Indikator Makro pada RKP.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Sinergi (1.b.8) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1,13 dari
nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keselarasan antara Indikator Makro pada RKPD dengan Indikator
Makro pada RKP dapat diberikan predikat Cukup Baik.

Penilaion Aspek Sinergi (1.c1) Tersedianya Dukungan APBD untuk
Program Prioritas Nasional/Major Project dalom Dokumen RKPD.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.c.1) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 10,00 dari nilai
maksimumnya sebesar 10,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka
ketersediaan Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional / Major
Project dalam Dokumen RKPD dapat diberikan predikat Sangat Baik.
Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) Kesesuaian Isu Strategis
dengan Kebutuhan Daerah.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Kualitas Perencanaan (2.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah 16,08 dari nilai maksimumnya sebesar 18,00. Berdasarkan hasil
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17.

18.

19.

tersebut, maka kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhaon Daerah
dapat diberikan predikat Baik

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.0.2) Kesesuaian Target dan
Sasaran Pembangunan dalom Menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah.
Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Kualitas Perencanaan (2.a.2) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah 14,00 dari nilai maksimumnya sebesar 14,00. Berdasarkan hasil
tersebut, maka kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam
menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah dapat diberikan predikat Sangat
Baik.

Penilaion  Aspek  Kualitas Perencanaan (2.a0.3) Kesesuaion
Program/Kegiatan/ Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran
Program.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Kualitas Perencanaan (2.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah 17,00 dari nilai maksimumnya sebesar 16,75. Berdasarkan hasil
tersebut, maka kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam Mencapai
Target dan Sasaran Program dapat diberikan predikat Sangat Baik.
Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1) Keterkaitan Permasalahan
dengan Inovasi yang Dilaksanakan.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (2.b.1) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 2,15 dari nilai
maksimumnya sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan dapat

diberikan predikat Sangat Kurang.

20.Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2) Keterkaitan Output

dengan Outcome Inovasi.

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (2.b.2) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1,80 dari nilai
maksimumnya sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka
keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi dapat diberikan predikat
Sangat Kurang.
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21. Penilaian Aspek Keterhubungan (3.a.1) Cascading Target Pembangunan
Daerah Menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalaom Pemerintah
Daerah.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub
indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek
Keterhubungan (3.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah 5,76 dari nilai maksimumnya sebesar 10,00. Berdasarkan hasil
tersebut, maka kesesuaion Cascading Target Pembangunan Daerah
menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Provinsi

dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

1. Kegiatan rapat-rapat yang menunjang sasaran
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2. Sistem Informasi pemerintah daerah (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintah Daerah melalui laman we https://sipd-

rikemendagrigo.id adalah system informasi yang disediakan oleh

Kementerian Dalom Negeri untuk daerah yang menyediakan data
dan informasi perencanaan dan penagnggaran hingga penatusahaan

belanja Pemerintah Daerah

Username

Password

3. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan loman

https://eplanning.sulselprov.go.id  berfungsi sebagai pendukung

perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan di
Sulawesi Selatan, system ini telah terintegrasi dengan beberapa system
anggaran, asset, laporan dan evaluasi. Keberadaan System Informasi
Perencanaan sampai dengan saat ini telah mampu mendukung
system perencanaan pembangnan di Provinsi Sulawesi Selatan yang
lebih baik, sejak penyusunan RPJMD sampai dengan tahapan KUA
PPAS. Aplikasi ini pun selalu mengalami pengembangan dari tahun
ke tahun yang berdampak pada kudlitas perencanaan

pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.
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https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
https://eplanning.sulselprov.go.id/

Perencanaan,
Monitoring & Evaluasi
Kinerja Pembangunan
Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

Monitoring & Evaluasi

Username

Password

Periode

2023-2026 RPD (2024-2026)

Temukan kami di social media

900606

4+ Penjelasan target, realisasi dan capaian indicator ke-2 sasaran ke-1

Tabel diatas menunjukkan redlisasi kRinerja sasaran ke-1 dengan indicator

kinerja sasaran yaitu Rata-rata capaian indicator kinerja program.

Maksud dari indicator ini adalah Jumlah indicator program yang telah

direncanakan tahun 2024 mencapai target tahun 2024 dengan reaisasi

sebesar 94,11%, dengan rasio capaian sebesar 98,54% capaian ini telah

mencapai target yang telah ditetapkan. Data realisasi ini diperolehl

melalui aplikasi e-monev, seluruh Perangkat Daerah melakukan proses

pengisisan realisasi kRinerja di aplikasi e-monev.

Rata-rata Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

berdasarkan hasil e-monev sebagai berikut :

Capaian

Capaion

Rata-Rata Evaluasi Kinerja (RENJA)

Capaian

Nama Perangkat Daerah

Program

Kegiatan

Subkeg

1 | Dinas Pendidikan 38,23 M,7 27,8

2 | Dinas Kesehatan 70,77 96,42 81,96

3 | UPT Transfusi Darah 80,87 54,55 54,17
UPT Laboratorium dan

4 | Pelayanan Kesehatan Daerah 81,76 92,22 77,78

5 | UPT RSK Gigi dan Mulut 99,6 100 (o]
Rumah Sakit Umum Daerah

6 | Labuang Baji 99,07 70,69 59,31
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Rumah Sakit Umum Daerah

7 | Haji Makassar 99,41 57,14 30,56
8 | Rumah Sakit Khusus Daerah 150,43 104,51 65,71
Rumah Sakit Khusus Ibu Dan
9 | Anak Pertiwi 0,08 52,23 47,09
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu
10 | dan Anak Sitti Fatimah 97,9 72,58 70,81
Rumah Sakit Umum Sayang
11 | Rakyat 79,84 58,86 49,56
12 | RSUD La Mappapenning 0 0 0
Dinas Bina Marga dan Bina
13 | Konstruksi 97,06 77,24 97,77
Dinas Sumber Daya Air, Cipta
14 | Karya dan Tata Ruang 78,12 96,52 96,39
Dinas Perumahan, Kawasan
15 | Permukiman dan Pertanahan 39,92 90,88 73,83
16 | Satuan Polisi Pamong Praja 98,6 82,8 70,06
Badan Penanggulangan
17 | Bencana Daerah 106,66 100 87,7
18 | Dinas Sosial 92,8 92,96 79,82
Dinas Tenaga Kerja dan
19 | Transmigrasi 99,71 135,84 96,44
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
20 | dan Keluarga Berencana 93,85 99,39 93,51
21 | Dinas Ketahanan Pangan 84,38 84,05 75,34
Dinas Lingkungan Hidup dan
22 | Kehutanan 96,89 62,84 50,68
Dinas Kependudukan dan
23 | Pencatatan Sipil 102,48 94,12 87,5
Dinas Pemberdayaan
24 | Masyarakat dan Desa 93,17 77,55 66,01
25 | Dinas Perhubungan 97,16 95,05 99,65
Dinas Komunikasi, Informatika,
26 | Statistik, dan Persandian 91,33 79,17 86,54
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
27 | Menengah 81,96 90,22 82,81
Dinas Penanaman Modal dan
28 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98,32 99,54 126,46
Dinas Kepemudaan dan
29 | Olahraga 59,28 08,21 95,24
Dinas Kebudayaan Dan
30 | Kepariwisataan 99,38 86,3 81,29
Dinas Perpustakaan dan
31 | Kearsipan 100 85,71 488
32 | Dinas Kelautan dan Perikanan 126,69 91,59 102,8
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Dinas Tanaman Pangan,

33 | Hortikultura dan Perkebunan 46,13 63,21 83,47
Dinas Peternakan dan
34 | Kesehatan Hewan 350,34 91,99 95,86
Dinas Energi dan Sumber Daya
35 | Mineral 143,68 92,4 85,15
Dinas Perindustrian dan
36 | Perdagangan 91,06 82,25 94,36
37 | Sekretariat Daerah
Biro Pemerintahan dan Otonomi
38 | Daerah 103,93 69,82 76,44
39 | Biro Kesejahteraan Rakyat 98,44 100 84,92
40 | Biro Hukum 98,96 88,89 81,82
41 | Biro Umum 11,27 101 88,01
Biro Perekonomian dan
42 | Administrasi Pembangunan 100 100 85,71
43 | Biro Pengadaan Barang/Jasa 100 100 91,93
44 | Biro Organisasi 100 88,82 74,77
Sekretariat Dewan Perwakilan
45 | Rakyat Daerah 89,65 98,29 97,06
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelition dan
46 | Pengembangan Daerah 109,84 109,08 92,58
Badan Keuangan dan Aset
47 | Daerah 94,32 95,18 101,74
48 | Badan Pendapatan Daerah 100 100 97,33
49 | Badan Kepegawaian Daerah 101,61 99,61 73,61
Badan Pengembangan Sumber
50 | Daya Manusia 107,31 101,68 79,07
51 | Badan Penghubung Daerah 98,56 96,55 101,62
Inspektorat Provinsi Sulawesi
52 | Selatan 88,65 99,11 88,13
Badan Kesatuan Bangsa dan
53 | Politik 118,32 97,15 94,89
JUMLAH 4.987,79 4.495,91 | 4.471,06
RATA-RATA CAPAIAN 94,11 86,46 85,98

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 53 Organisasi Perangkat

Daerah yang melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan

jumlah keseluruhan program 161, jumlah kegiatan 343 dan jumlah sub

kegiatan 1.062. Redlisasi rata-rata capaian Rinerja sampai akhir tahun 2024 :

program sebesar 94,11%, Kegiatan 86,46% dan Sub Kegiatan 85,98%. Kondisi
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ini menunjukkan realisasi capaian telah mendekati target sebesar95,5% yang

diharapkan pada akhir tahun 2024. Dari 53 Perangkat Daerah yang ada,

terdapat 37 (tiga puluh tujuh) OPD yang berkinerjo baik dengan realisasi

kinera diatas 90 persen. Adapun Organisasi Perangkat Daerah yang

berkinerja baik dengan tingkat capaian kinerja program diatas 90 persen

sampai dengan akhir tahun 2024 adalah :

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

UPT RSK Gigi dan Mulut sebesar 99,6%

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan realisasi kRinerja sebesar
99,07%

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dengan realiasi Rinrja sebesar
99,41%

Rumah Sakit Khusus Daerah dengan realisasi kRinerja sebesar 150,43%
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah dengan realisasi
kinerja sebesar 97,9%

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan realisasi kRinerja sebesar
97,06%

Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisas Rinerja sebesar 99,6%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi Rinerja sebesar
106,66%

Dinas Sosial dengan realisasi Rinerja sebesar 92,8%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi Rinerja sebesar 99,71%
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dengan realisasi kinerja sebesar 93,85%
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan realisasi Rinerja sebesar
96,89%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi kRinerja sebesar
102,48%

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi Rinerja sebesar
93,17%

Dinas Perhubungan dengan realisasi kRinerja sebesar 97,16%

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dengan realisasi
kinerja sebesar 91,33%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan realisasi

kinerja sebesar 98,32%
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18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan dengan realisasi kRinerja sebesar
99,38%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi kRinerja sebesar 100%
Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi Rinerja sebesar 126,69%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi kinerja sebesar
350,34%

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan realisasi kRinerja sebesar
143,68%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi Rinerja sebesar 91,06%
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan realisasi kRinerja sebesar
103,93%

Biro Kesejohteraan Rakyat dengan realisasi kRinerja sebesar 98,44%

Biro Hukum dengan realisasi Rinerja sebesar 98,96%

Biro Umum dengan realisasi Rinerja sebesar 111,27%

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan realisasi Rinerja
sebesar 100%

Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan realisasi Rinerja sebesar 100%

Biro Organisasi dengan realisasi Rinerja sebesar 100%

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dengan realisasi Rinerja sebesar 109,84%

Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi Rinerja sebesar 94,32%
Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi kRinerja sebesar 100%

Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi Rinerja sebesar 101,61%

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi kinerja
sebesar 107,31%

Badan Penghubung Daerah Badan Penghubung Daerah dengan realisasi
kinerja sebesar 98,56%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi Rinerja sebesar 118,32%.
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v" Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian

indicator Rinerja sasaran ini diontaranya :

1. Kegiatan rapat-rapat yang menunjang sasaran

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang

terdiri dari e-monev APBD, penilaian kinerja dengan alomat akses

https://eplanning.sulselprov.go.id/monev yang terintegrasi dengan e-Sakip.

Sistem informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalom
melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian Rinerjanya. Sistem ini
sangat mendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga

kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara
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transparan dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2024 e-monev dilakukan

pengembangan untuk urusan tematik seperti kemiskinan, stunting,
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun-Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan nasional (IPPN)

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut

ini
Indeks
1 perencanaan
Meningkatnya Eembar:gunan ~ o1 - 70 78,49 112,13%
keselarasan Iggcl)\lna
perencanaan ( )
dan Evaluqsl Rata-rata
pem zngunan capaian
2 daera indicator = 112,62% - 95,5% 94,11% 98,54%
kinerja
program

Dari table diatas dapat diuraikan bahwa untuk indikator Indeks
Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tidak dapat diperbandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator tahun-tahun
sebelumnya berbeda dengan indikator tahun 2024. IPPN merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024. Ditahun 2023 Kementerian
PPN/Bappenas baru melakukan penilaion IPPN kepada seluruh K/L/D,
walaupun di tahun 2023 nilai IPPN sudah dinilai oleh Kementerian
PPN/Bappenas namun IPPN belum ditetapkan sebagai IKU Bappelitbangda
di tahun 2023. Sedangkan untuk IKU Rata-rata capaian indikator kinerja
program juga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya karena indikator tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan

indikator tahun 2024. Rata-rata capaian indikator kinerja program
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merupakan IKU yang ditetapkan pada tahun 2024 walaupun indikator

tersebut dilakukan pengukuran di tahun-tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target akhir Renstra

Tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut :

Target % Capaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Akhir 2024
Sasaran 2024 2024 2024 Renstra terhadap
2026 target 2026

NO Sasaran

1 Indeks
perencanaan

Pembangunan 70 78,49 112,13% 72 109,01%
Meningkatnya  Nasional

keselarasan (IPPN)

perencanaan

dan evaluasi

pembangunan  Rata-rata

daerah capaian

2 indicator 95,5% 94,11% 98,54% 96,25% 97,77%

Rinerja
program

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaion tahun 2024 terhadap
target akhir Renstra tahun 2026. Untuk capaion kedua indicator dapat
dilihat bahwa telah mencapai/melebihhi target yang ingin diraih sampai

dengan tahun terakhir Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja $erta $olusi yang
dilakukan

Untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Indikator Rata-rata capaian indikator Rinerja program,m ada beberapa

faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :
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Faktor Penunjang

Koordinasi dan kerjosama yang baik
dengan berbagai instansi baik pusat
maupun daerah dan stakeholder terkait
Adanya Regulasi terkait tahapan/jadwal
perencanaan sampai penganggaran
sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur
Konstribusi dan dukungan berbagai pihak

dilingkungan internal dalom perwujudan
sinergitas pembangunan

Komitmen pimpinan/para pemangku
kebijakan di daerah terhadap program

Faktor Penghambat

Perubahan Peraturan di tingkat
pusat sehingga memerlukan
beberapa penyesuaian
Ketidakcapaian target program pada
beberapa Perangkat Daerah yang
menyebabkan sasaran
Bappelitbangda tidak mencapai
target yang ditetapkan

Terjadi perubahan-perubahan
Kebijakan Nasional sehingga
menyebabakan indicator program di
beberapa Perangkat Daerah tidak
mencapai target

Masih kurangnya pemahaman
terhadap pedoman dan petunjuk
teknis dalom penyusunan
perencanaan dan penganggaran
Dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan (RPJMD/RKPD) belum
menjawab isu permasalahan dan
kebutuhan daerah

Solusi —

Penyediaan data oembangunan
daerah yang valid dan mudah
diakses

Mengoptimalkan monitoring dan
evaluasi Pembangunan baik
sasaran daerah, sasaran
Perangkat daerah, program,
kegiatan dan sub kegiatan
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E. Analisis atas efisisnsi penggunan sumberdaya

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya keselarasan perencanaan
dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks
perencanaan Pembangunan Nasional IPPN) dan indikator Rata-rata capaian
indicator kinerja program telah dicapai target dengan efisisensi penggunaon

sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik Sebaran pegawai (ASN dan Non ASN) berdasarkan
beban kerja

31
1 = ASN
1 B 7 7 5 7 15~ NONASN

SEKRETARIAT BIDANG BIDANGPPM BIDANG BIDANG BIDANG
PPEPD EKONOMI & [INFRASWIL  LITBANG
SDA

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kinerja Bidang Perencanaaon
Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Daeraoh dilaksanakan oleh 22
pegawai ASN dan 7 Non ASN, 22 ASN terdiri dari 1 Kepala Bidang, 12 pejabat
fungsonal dan 9 staf pelaksana serta dibantu oleh 7 Non ASN. Untuk Rinerja
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan oleh 28
pegawai ASN dan7 Non ASN, 28 ASN terdiri dari 1 Kepala Bidang, 13 pejabat
fungsional dan 14 staf pelaksana serta dibantu oleh 7 Non ASN. Untuk kinerja
Bidang Perekonomian dan SDA dilaksanakan oleh 24 pegawai ASN dan 5
Non ASN, 25 ASN terdiri dari 1 Kepala Bidang, 10 pejabat fungsional dan 13
staf pelaksana serta dibantu oleh 5 Non ASN. Untuk kinerja Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan dilaksanakan oleh 22 pegawai ASN dan7 Non
ASN, 22 ASN terdiri dari 1 Kepala Bidang, 13 pejabat fungsional dan 8 stof
pelaksana serta dibantu oleh 7 Non ASN. Dari segi efisiensi penggunaan

anggaran, angdaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2024
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untuk pencapaian sasaran Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah dengan indikator keselarasan perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp.

6.760.093.200,- dan dari anggaran tersebut teredlisasi sebesar Rp. 5.820.511.249,-

atau 86,10%

F. Anggaran yang mendubhung sasaran dan Tingkat Efisiensinya

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa Indicator Sasaran ke-

didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang terdapat di 3 bidang Bappelitbangda, yaitu :

Sasaran Program/Kegiatan

Meninghatnya
heselarasan perencanaan
dan evaluasi
pembangunan daerah

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyusunan  perencanaan  dan
pendanaan

Analisis data dan informasi
Pemerintah Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan
S$inkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian

indicator sasaran ini dijabarkan dalom table
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Sasaran Strategis

Meninghatnya
heselarasan

evaluasi
pembangunan
daerah

Alokasi Anggaran

Rp.

6.760.093.200.,-

Realisasi

Rp.

5.820.511.249,-

Capaian
86,10

Dari kedua table diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan
untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5. 820.511.249,- atau 86,10% dari
target dengan rata-rata capaian Rinerja sasaran sebesar 105,8%. Dengan
membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi
anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,7%. Sesuai dengan

table yang digambarkan sebagai berikut :

perencanaan dan
evaluasi
pembangunan
daerah

Sasaran Strategis % Capaian % Penyerapan | Tingkat Efisiensi
Kinerja Anggaran
Meningkatnya 105,8% 86,10% 19,7
keselarasan
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A.3.2. $asaran $trategis 2 (dua)

Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam

mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja

Pembangunan Daerah

('I'cn-get sinovatif

Indikator : . (53,09)
Indeks Inovasi Daerah

Telah disebutkan diatas bahwa sasaran ke-2 mempunyai 1 (satu) indicator
kinerja, sasaran ke-2 menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Penelitian
dan Pengembangan.

Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam
mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja dengan Indikator Indeks
Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi
daerah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah
semua bentuk pembaharuan dalom penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dimana Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang
melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah dan
penilaion terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan
penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Dalam
penilaian tersebut proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah
menggunakan indikator indeks inovasi daerah melalui seperangkat variabel
dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah
berdasarkan periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalaom Negeri
Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberion penghargaan
dan/atau insentif inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong
kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga
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dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah

Inovatif (Innovative Government Award) adalah:

1.

Memotivasi pemerintah  provinsi dan kabupaten/kota untuk
meningkatkan inovasi dalom pelayanan masyarakat sesuai dengan
kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah
kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;

Mendorong penerapan good governance;

Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan

Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil
menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara transparan dalom upaya peningkatan pelayanan publik,

kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Bentuk Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk

sebagai berikut:

1.

2

Inovasi Tata Kelola pemerintahan daerah
Inovasi Pelayananan public
Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Mekanisme Penilaian inovasi daerah :

1.

2

Penjaringan inovasi daerah
Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan
inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui:

https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/.

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

a) Perhitnagan skor total
Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor
dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil
tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim
Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif

untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi
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Daerah dihitung dengan formulasi yang telah ditentukan oleh Tim
Penilai.

b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

Skor Total
Indeks Inovasi Daerah = X TOO
Skor Total Maksimum

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

Kategori Rentang $kor
S$angat Inovatif 60.01 - 100,00
Inovatif 35,00 — 60,00
Kurang Inovatif 0,01 - 34,99
Tidak Dapat o
Dinilai

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang
inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control
akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
3. Persentasi/Paparan Kepala Daerah
Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan
memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh
Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil
inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas
unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah,
akademisi dan unsur profesional lainnya
4. Validasi lapangan
Vdlidasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaion
antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan
oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen
penilaian
5. Penilaian Akhir
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Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil
pengision data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah,
hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui
Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan
Innovative Government Award (IGA) yang akan dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri
6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif
a) Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA)
Predikat Terinovatif Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri
Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima
penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai berikut:
1) Klaster Provinsi terinovatif;
2) Klaster Kabupaten terinovatif;
3) Klaster Kota terinovatif;
4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif*;
5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan
terinovatif*; dan
6) Klaster Provinsi, Kabupaten/kota wilayah Papua terinovatif*.
Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila
partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah
50% + 1 pemda.
b) Pemberian penghargaan inovasi daerah lainnya
=  Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat
Inovatif. Penerima penghargaan ini diberikan kepada
pemerintah daerah yang berhasii mendapatkan predikat
sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah
yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.
= Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor
Tertinggi Regional.
Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh
Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau
pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan
lain. Usulan saat ini, skema pembagian wilayah berdasarkan
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teritorial dan sebaran wilayah administratif. Adapun
pembagian wilayah regional sebagai berikut:
a) Regional I: Provinsi Kabupaten, dan Kota Wilayah
Sumatera;
b) Regional Il: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa;
¢) Regional lll: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah
Kalimantan dan Sulawesi;
d) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali,
Nusa Tenggara dan Maluku; dan
e) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau
Papua
¢) Pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan 3 inovasi
dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya

penjaringan pada aplikasi indeks inovasi daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA - 2024



Indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024:

No Indikator Defenisi Operasional Bobot Parameter 1 Paremeter 2 Parameter 3
7 2 3 4 5 6 7
SATUAN PEMERINTAH DAERAH
1. Visi dan Misi Rumusan umum dalam 1 Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah
RPJMD/RPD (Dokumen memiliki Misi memiliki Visi memiliki Misi
Tahun Terakhir) Inovasi Inovasi dan Visi
Inovasi
2. Penerapan Penerapan system informasi 0,5 Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
SIPD (Sistem yang memfasilitasi proses dua (2) dari tiga (3) dari keseluruhan
Informasi perencanaan pembangunan empat (4) empat (4) tahapan:
Pemerintah daerah dan penganggaran tahapan: tahapan: - RKPD
Daerah daerah secara terintegrasi - RKPD - RKPD - KUA/PPAS
pada tahun anggaran - KUA/ PPAS - KUA/PPAS - RAPBD
terakhir. - RAPBD - APBD
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Pengalokasian Mandatory 0,5 Sudah Sudah Sudah
Spending pada belanja memenuhi 2 dari | memenuhi 3 memenuhi
pendidikan (20% APBD), 4 komponen dari 4 keseluruhan
Kesehatan (10% APBD), Mandatory komponen komponen
dana desa/kelurahan (10% Spending Mandatory Mandatory
DAU+DBH) dan belanja Spending Spending
infrastruktur (25% DTU)
APBD tepat Penetapan APBD tepat 2 Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu
waktu waktu dalom kurun waktu 3 dalam 1 tahun dalam 2 tahun dalam 3 tahun
tahun terakhir terakhir terakhir terakhir
Kualitas Persentase peningkatan 1,5 < 46,42% 46,43% s.d. 2100,58%
peningkatan jumlah Nomor Induk 100,57%
perizinan Berusaha yang diterbitkan
(T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2
dikali 100%)
Jumlah Persentase peningkatan 1 <3,11% 3,12% s.d. 2 3,91%
pendapatan besarnya pendapatan rata- 3,90%
perkapita rata penduduk konstan (T-1
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dikurangi T-2 dibagi T-2
dikali 100%)

Penurunan a. Progres penurunan 0,75 <0,32% 0,33% s.d. 2 0,50%
tingkat persentase Tingkat 0,49%
pengangguran Pengangguran Terbuka
terbuka pada suatu Daerah (T-1
dikurangi T-2 dikali (-1))
atau (T-2 dikurangi T-1)
b. Persentase Tingkat 0,75 > 5,33% 3,77% s.d. < 3,76%
Pengangguran Terbuka 5,32%
pada suatu Daerah (T-1)
Jumlah Persentase peningkatan 1,5 < 0,00% 0,01% s.d. > 8,01%
peningkatan investasi di daerah (T-1 8,00%
investasi dikurangi T-2 dibagi T-2
dikali 100%)
Jumlah Persentase peningkatan 1,5 <2,64% 2,65% s.d. 210,40%
peningkatan pendapatan yang 10,39%
PAD bersumber dan dipungut

sendiri oleh pemerintah
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daerah. (T-1 dikurangi T-2
dibagi T-2 dikalikan 100%)

o. Opini BPK Pendapat Badan Pemeriksa 1,5 TMP/ Disclaimer WDP/Qualified WTP/
Keuangan atas laporan Opinion dan Opinion Unqualified
keuangan Pemerintah TW/ Adverse Opinion
Daerah (T-1) Opinion

10. | Nilai capaian Produk akhir sakip yang 1 Nilai LAKIP Nilai LAKIP Nilai LAKIP

Lakip dicapai oleh pemerintahan kisaran D dan C | kisaran B kisaran A Tahun
daerah (T-1) Tahun terakhir Tahun terakhir terakhir

1. Penurunan a. Progres penurunan 0,75 <0,12% 0,13% s.d. 2 0,22%

Angka persentase penduduk 0,21%
Kemiskinan miskin berdasarkan
data persentase
penduduk miskin dari
BPS (—([T-1] dikurangi
[T-2])) atau T-2
dikurangi T-1)
b. Persentase penduduk 0,75 29,37% 7,87% s.d. < 7,86%
miskin berdasarkan 9,36%
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data persentase
penduduk miskin dari
BPS (T-1)

12. Nilai IPM Peningkatan IPM dua tahun <0,59 0,60 s.d. 0,70 20,7
terakhir (T-1 dikurangi T-2)
13. Penghargaan | Penghargaan (reward) yang Pemberian Pemberian Pemberian
bagi inovator | diberikan kepada inovator Piagam Piagam Piagam
(Dalam 2 tahun terakhir) Penghargaan Penghargaan Penghargaan,
dan insentif
Reward/ serta
insentif menerapkan
ide
inovasinya
14. Jumlah Jumlah rekomendasi 1-3 4-7 >7 Rekomendasi
Rekomendasi | kebijakan yang menunjang Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan inovasi daerah dalom Kebijakan Kebijakan Inovasi Daerah
yang bentuk policy brief, policy Inovasi Daerah Inovasi Daerah
Mendukung paper, makalah kebijakan
Inovasi
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dan artikel kebijakan dua

tahun terakhir

15. Roadmap Peta Jalan system inovasi Masih Telah Telah membuat
SIDa daerah atau Rencana Induk berbentuk membuat dokumen SIDa
rancangan dokumen SIDa atau Rencana
Pemajuan Iptek dokumen SIDa atau Rencana Induk
atau Rencana Induk Pemajuan
Induk Pemajuan | Pemajuan Iptek dan
Iptek Iptek ditetapkan
yang telah dalom
disepakati Perkada/Perda
SATUAN INOVASI DAERAH
16. Regulasi Regulasi yang menetapkan Keputusan Keputusan Peraturan
Inovasi nama- nama inovasi daerah Kepala Kepala Daerah Kepala Daerah/
Daerah yang menjadi landasan Perangkat Peraturan
operasional penerapan Daerah Daerah

Inovasi Daerah
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17. Ketersediaan | jumlah SDM yang mengelola 1-10 SDM 11-30 SDM Lebih dari 30
SDM terhadap | suatu inovasi daerah.
inovasi daerah
18. Dukungan Dukungan belanja yang Anggaran Anggaran Anggaran
anggaran mendukung penerapan dialokasikan dialokasikan dialokasikan
inovasi pada program/ pada kegiatan pada kegiatan pada kegiatan
kegiatan organisasi penerapan penerapan penerapan
pelaksana inovasi inovasi di inovasi di inovasi di T-0, T-
T-0 (tahun T-1 atau T-2 1dan T-2
berjalan)
19. Bimtek inovasi | Peningkatan kapasitas dan Dalam 2 tahun Dalam 2 tahun Dalam 2 tahun

kompetensi pelaksana
inovasi daerah baik sebagai
penyedia atau penerima
bimtek

terakhir pernah

1 kali kegiatan
transfer
pengetahuan
(bimtek, sharing,
FGD, atau
kegiatan transfer
pengetahuan

yand lain)

terakhir pernah
2 kali bimtek
(bimtek,
training dan
TOT)

terakhir pernah
lebih dari 2 kali
bimtek
(bimtek,training
dan TOT)
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20. Integrasi Inovasi Perangkat Daerah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
program dan | telah dituangkan dalam daerah sudah daerah sudah daerah sudah
kegiatan program pembangunan menuangkan menuangkan menuangkan
inovasi daerah program inovasi program program inovasi
dalam RKPD daerah dalom inovasi daerah daerah dalam

RKPD T-1 atau dalam RKPD RKPD T-1, T-2
T2 T-1 dan dan To (TO
T-2 adalah tahun
berjalan)

21, Keterlibatan Keikutsertaan unsur Inovasi Inovasi Inovasi

aktor inovasi stakeholder dalam melibatkan 3 melibatkan 4 melibatkan 5
pelaksanaan inovasi daerah Aktor Aktor Aktor atau
(T-1dan T-2) lebih
22. Pelaksana Penetapan tim pelaksana Ada pelaksana Ada pelaksana Ada pelaksana

inovasi daerah

inovasi daerah

dan ditetapkan
bukan oleh
Kepala
Perangkat
Daerah (Kepala
Sekolah, Kepala

dan ditetapkan
melalui Keputusan
atau Penugasan
Kepala Perangkat

Daerah

dan ditetapkan
melalui
Keputusan atau
Penugasan

Kepala Daera
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Puskesmas,

Kepala UPTD,
Lurah, dsb)
23. Jejaring inovasi | Jumlah Perangkat Daerah Inovasi Inovasi Inovasi
yang terlibat dalaom melibatkan 1-2 melibatkan 3-4 melibatkan 5
penerapan inovasi (dalam 2 Perangkat Perangkat Daerah | Perangkat
tahun terakhir) Daerah Daerah atau
lebih
24. Sosialisasi Penyebarluasan informasi Foto sosialisasi Konten melalui Media Berita

Inovasi Daerah

dan/atau advokasi
kebijakan inovasi daerah (2
Tahun Terakhir)

yang berlatar
belakang
spanduk
kegiatan
(luring/daring)
atau kegiatan
sosialisasi melalui
pamflet, banner,
baliho, pameran,
dsb

Media Sosial
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25. Pedoman Ketentuan dasar Telah terdapat Telah terdapat Telah terdapat
teknis penggunaan inovasi daerah Pedoman teknis Pedoman teknis Pedoman teknis
berupa buku berupa buku berupa buku berupa buku
petunjuk/manual book manual dalom bentuk yang dapat
elektronik diakses secara
online atau
berupa video
tutorial.
26. Kemudahan Kemudahan mendapatkan Informasi Informasi layanan Informasi
informasi informasi layanan, melalui layanan diperoleh melalui layanan
layanan metode sebagai berikut : 1. diperoleh 2 dari 4 metode diperoleh

Manual, seperti: tatap
muka/jemput
bola/noken/unit pelayanan
administrasi 2. Hotline,
seperti: layanan email/telp 3.
Media Sosial, seperti:
instagram/facebook/
whatsapp, dsb 4. Layanan

Online melalui

melalui 1 dari 4

metode

melalui 3 atau
lebih metode
Contoh:
layanan
perbankan
dilakukan
melalui tatap
muka/
langsung, call

center dan
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website/webaplikasi/aplikasi

mobile (android atau ios)

digital banking
(internet
banking, phone
banking, sms
banking, mobile
banking) yang
mengakomodir
berbagai
segmentasi

pengguna

27. Kecepatan Satuan waktu yang Inovasi dapat Inovasi dapat Inovasi dapat
penciptaan digunakan untuk diciptakan diciptakan dalam diciptakan
inovasi menciptakan inovasi daerah dalom waktu 9 waktu 5- 8 bulan dalom waktu 1-
yang kompleks. bulan atau lebih 4 bulan
28. Kemudahan Indikator ini ditujukan untuk Hasil inovasi Hasil inovasi Hasil inovasi
proses inovasi mengukur kRecepatan diperoleh dalam diperoleh dalam diperoleh

yang
dihasilkan

layanan inovasi yang

diperoleh oleh pengguna.

waktu 6 hari

atau lebih

waktu 2- 5 hari

dalom waktu 1

hari
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29. Penyelesaian Rasio pengaduan yang <50% Tidak ada | 51% s.d. 85% 2 86%
layanan tertangani dalam tahun pengaduan
pengaduan terakhir, meliputi keluhan,
kritik konstruktif, saran, dan
pengaduan lainnya terkait
layanan inovasi.
30. Layanan Inovasi dibangun secara Ada dukungan Ada dukungan Ada dukungan
Terintegrasi terpadu dengan melalui informasi | melalui informasi melalui web

mengedepankan prinsip
integrasi dan
interoperabilitas layanan.
Prinsip integrasi bermaksud
menggabungkan beberapa
layanan terpisah kedalam
satu platform atau dalam
satu siklus berkelanjutan,
sedangkan interoperabilitas
bermakna menghubungkan

data antar layanan.

website/sosial
media/web
aplikasi/aplikasi
mobile (android
atau ios) yang
berjalan secara

terpisah

website, sosial
media, web
aplikasi atau
aplikasi mobile
(android atau ios)
yang telah
terintegrasi dalom
satu portal pada
unit organisasi

bersangkutan

Contoh: Jagaboy

Boyolali (integrasi

aplikasi atau
aplikasi mobile
(android atau
ios) yang
layanan sudah
terintegrasi
dengan unit

organisasi lain

Contoh: Aplikasi
Jaki, Tangerang
Live, Depok

Single Windows,
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layanan dalam
inspektorat satu

portal inspektorat)

Jogja Smart
Service, Tahu
Sumedang,
Sapa Warga
(jowa Barat),
Ragem (Kota

serang)

Layanan inovasi
berjalan secara
tersendiri

(independen)

Contoh:
Peningkatan
layanan melalui
kegiatan jemput
bola
(sebelumnya
pelayanan
dilakukan secara

terpusat dan

Layanan telah
terintegrasi
dengan layanan
lain pada program
atau kegiatan lain
pada satu unit
organisasi atau
dalam satu urusan

pemerintahan

Contoh: Inovasi
dinas kesehatan
menggunakan

aplikasi milik

Layanan telah
terintegrasi
dengan
layanan lain
pada program
atau kRegiatan
pada unit
organisasi lain
atau dalam
lebih dari satu
urusan

pemerintahan
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belum bisa
menjangkau
keseluruhan

wilayah/sasaran)

kemenkes dalam
salah satu
tahapannya Lebih
dari satu inovasi
dari satu dinas
yang sama

dilaksanakan

Misal inovasi
penanganan
stunting kerja
sama antara
dinas
kesehatan,

dinas pmd, dan

secara terintegrasi dinas sosial
Ketiga
perangkat
daerah tersebut
tergabung
dalam satu
koordinasi.
31. Replikasi Inovasi Daerah telah Pernah 1 Kali Pernah 2 Kali Pernah 3 Kali
direplikasi oleh daerah lain direplikasi di direplikasi di direplikasi di
daerah lain daerah lain yang daerah lain
berbeda yang berbeda
32. Alat Kerja Alat kerja yang digunakan Pelaksanaan Pelaksanaan kerja | Pelaksanaan

dalam pelaksanaan inovasi

kerja secara

didukung dengan

kerja sudah
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yang mudah diakses oleh manual/non perangkat didukung sistem
pengguna misalnya elektronik elektronik informasi
pemanfaatan platform online/ daring
digital untuk media
sosialisasi, pemberian
layanan inovasi, dan
perolehan data/informasi
dan lain-lain. Contoh
manual/non elektronik:
tatap muka/jemput
bola/noken. Contoh
perangkat elektronik: mesin
edc, telp. Sistem informasi
online/ daring: pemanfaatan
platform media sosial, Al,

loT, superapp, dIl.

Kemanfaatan |a. Dibuktikan dengan 3 Cakupan Cakupan Cakupan

inovasi daftar penerima manfaat penerima penerima manfaat | penerima
inovasi (untuk layanan manfaat 1-100 101- 200 orang manfaat 201
luring) dalom format pdf orang

atau screenshoot jumlah
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pengguna/penerim a
manfaat inovasi daerah
(untuk layanan daring)

dalam format

jpaljpea/png

orang atau
lebih

Perbandingan
rekapitulasi jumlah unit
sebelum dan sesudah
yang menerima manfaat

inovasi

Cakupan unit
penerima
manfaat 5,00%
s.d 20,00% total

dari unit sasaran

Cakupan unit

penerima manfaat

20,01% s.d 50,00%

total dari unit

sasaran

Cakupan unit
penerima
manfaat diatas
50,00% total
dari unit

sasaran

Laporan belanja yang

memuat perbandingan

Efisiensi belanja

sebesar 0,01%-

Efisiensi belanja
sebesar 10,01% -

Efisiensi belanja
sebesar 20,01% -

biaya pengeluaran yang 10,00% 20,00% 30%
dibebankan sebelum dan

sesudah penerapan

inovasi

Laporan Keuangan yang Penambahan Penambahan Penambahan
memuat pendapatan pendapatan pendapatan bagi pendapatan
sebelum dan sesudah bagi pemda pemda atau bagi pemda

penerapan inovasi

atau perangkat

perangkat daerah

atau perangkat
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(laporan pembukuan,
laporan kas, neraca,

saldo, dsb)

daerah atau unit
kerja yang
menerapkan
inovasi 0,01%-

9,99%

atau unit Rerja
yang menerapkan
inovasi 10,00% -

19,99%

daerah atau
unit kerja yang
menerapkan

inovasi 220%

e. Perbandingan

rekapitulasi jumlah
produk yang dihasilkan

atau diperjualbelikan

Jumlah produk
yang dihasilkan
atau
diperjualbelikan
1-100 barang

Jumlah produk
yang dihasilkan
atau
diperjualbelika n
101-200 barang

Jumlah produk
yang dihasilkan
atau
diperjualbelikan
lebih dari 200

barang

34. Monitoring Kepuasan pelaksanaan Hasil laporan Hasil pengukuran Hasil laporan
dan Evaluasi penggunaan inovasi daerah monev internal kepuasaan monev
Inovasi perangkat pengguna dari eksternal
Daerah daerah evaluasi Survei berdasarkan
Kepuasan hasil penelition/
Masyarakat kajian/ analisis
35. Kualitas Kuadlitas inovasi daerah Memenuhi 1 atau | Memenuhi 3 atau Memenuhi 5
inovasi daerah | dapat dibuktikan dengan 2 unsur substansi | 4 unsur substansi unsur substansi
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video penerapan inovasi

daerah

36.

Jumlah Inovasi

Daerah

Jumlah Inovasi yang

dilaporkan

0,38

Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan
batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot
adalah 76, apabila pemda melaporkan 2200 inovasi

maka akan dinilai dengan skor maksimal.
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Meningkatnya
partisipasi
perangkat
1 daerah dalam
mengembangkan  Indeks Inovasi  Inovatif Inovatif
inovasi untuk Daerah (53,09) (59,66)
mendukung
kinerja
Pembangunan
Daerah

112,38% 100% 112,38%

Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2024 112,38%

+ Penjelasan target, realisasi dan capaian indicator ke-1 sasaran ke-2

Tabel diatas menunjukkan realisasi kRinerja sasaran ke-2 dengan indicator
kinerja sasaran yaitu Indeks Inovasi Daerah.

Urusan penelition dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi
penunjang. Bappelitbangda selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas
untuk menghimpun seluruh bentuk-bentuk inovasi yang ada melalui seluruh
perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalom
penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good
governance dalaom tata kelola Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah
lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan Kabupaten terinovatif dalam

ajang IGA (Innovative Government Award).

Perjalonan IGA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Provinsi Sulawesi
Selatan mendapatkan kategori inovatif dengan skor indeks 59,66 dengan
kategori Inovatif, rasio capaian kinerja indicator sasaran tersebut sebesar
112,38% dari target yang indeks yang ditetapkan sebesar 53,09. Provinsi

Sulawesi Selatan berada pada rangking 12 untuk kategori Provinsi
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berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898
tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan jika
dibandingkan dari nilai tahun 2023 sebesar 53,09 yang artinya nilai tersebut
naik sebesar 6,57 poin serta naik rangking ke-12 yang sebelumnya dirangking
ke-16 di tahun 2023. Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan
pencapaian inovasi daerah melalui penilain indeks inovasi berdasarkan
indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks inovasi, dan variable

penilaian indikator lainnya.

Salah satu proses yang dilakukan Bappelitbangda adalah dengan
menghimpun seluruh inovasi dari seluruh Perangkat Daerah untuk dilakukan
seleksi berdasarkan tingkat kematangan sebuah inovasi sesuai dengan
kelengkapan persyaratan dengan minimal >90 point untuk satu inovasi. yang
selanjutnya akan dilakukan penginputan inovasi beserta indicator-indikator
variable melalui loman kemendagri

https://indeks.inovasi.bbskdn.kemendagri.go.id/

Adapun daftar inovasi Perangkat Daerah yang diikutkan seleksi pemenuhan
persyaratan untuk mengikuti ajang IGA (Innovative Government Award),

yaitu :
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Urusan Pemerintahan

Neo Tahapan Inovasi Inisiator
Nama Inovasi Utama
“e-SEJUTAIKAN? (Sertifikasi Pengujion
1 Penerapan DR. SITI ZALEHA SOEBARINI AP.l., M.Si | kelautan dan perikanan
Mutu Hasil Perikanan)
2 KEPO TB (Ketuk Pintu Orang Tuberkulosis) = Penerapan Kesehatan
ketenteraman, ketertiban
PRC (Pasukan Reaksi Cepat) Andalan Sul-
3 Sel Penerapan umum, dan pelindungan
e
masyarakat
4 Website Satu Data Sulawesi Selatan Penerapan Statistic
Fungsi Penunjang lainnya sesuai
5 BAPENDA SULSEL MOBILE Penerapan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Manajemen Pelayanan dan Rd. Zaky Miftahul Fasa, S.ST., M.Pd.,
6 Penerapan Social
Pemberdayaan Integratif (MADANI) M.Tr.Sos.
SILAJU E-Semen Beku (Sistem Layanan
7 Penerapan Pertanian
Penjualan Elektronik Semen Beku)
Fungsi Penunjang lainnya sesuai
Website Tim Percepatan Akses Keuangan
8 Penerapan dengan ketentuan peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
perundang-undangan
9 MANDIRI BENIH ANDALAN Penerapan GUBERNUR Pertanian
LIPASABBEKU (Layanan Integritas Dan
administrasi kependudukan
10 Pengembangan Sistem Administrasi Penerapan
dan pencatatan sipil
Berbasis Kependudukan)
1 SIMPELMO Penerapan Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir kelautan dan perikanan
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12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

DAPUR BESTIE (Digitalisasi Pengajuan
Keterangan Bebas Temuan Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)

Si-Andalan (Sistem Analisis Data dan

Laporan Bencana)

SULSEL BERSINAR GENCARKAN
AMBULANCE PEDULI

Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
Mobile/Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan Responsif Gender
SIPENGOLAH LIMBAH B3

Sistam Informasi Kawasan Perdesaan
(SISWADES)

Physiotherapy Homecare

SAORAJA (Satu Data & Informasi

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

Aplikasi e-RUBIK (Rumah Monitoring dan

Evaluasi Berbasis Kinerja)

RUMAH LENTERA (Ruang Ramah Lansia
untuk Lansia Sejahtera)
INDOOR OUTDOOR SMART FARMING

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan
Penerapan
Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

Warham A. Yusni

H) ANDI MIRNA SH

Syafruddin Farid

Musmuliadi,S.Kom.MM

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan
Nur Azizah, S.Tr.Sos

Kemal Redindo Syahrul Putra, SH., MH.

Fungsi Penunjang lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Fungsi Penunjang lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Kesehatan

Kesehatan

pemberdayaan perempuan

dan pelindungan anak

lingkungan hidup
pemberdayaan masyarakat
dan Desa

kesehatan

tenaga kerja

Perencanaaon

sosial

pangan
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24

26

27

28

29

30

31

32

E- ASPIRASI

SISTEM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
TERINTEGRASI (SIPAKAINGA)

Siput Madeceng (Sistem Integrasi Layanan
bagi Penerima Manfaat UPT PPSKW
Mattiro Deceng)

ORC-MUSKAR (OR CODE MUSEUM
KARAENG PATTINGALLOANG)

PILAR PERSANDIAN

Teknologi Pembangkit Listrik Hybrid
Tenaga Surya dan Bayu dengan Sistem
Kontrol Berbasis Android untuk Kebtuhan
Energi Listrik Petani Tambak/Garam
SIPAKATAUKI'

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ASN
PEMPROV SULAWESI SELATAN

PODCAST

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

A. Padauleng, S.Pi, MM

TRISNA MULYADI, S.Sos., M.Tr.AP

Rd. Zaky Miftahul Fasa, S.5T., M.Pd.,
M.Tr.Sos.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Biro Hukum Setda Prow. Sulsel

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN

ketenteroman, ketertiban
umum, dan pelindungan

masyarakat

Keuangan

Social

Kebudayaan

Persandion

energi dan sumber daya

mineral

Perindustrian
Fungsi Penunjang lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Perindustrian
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33

34

35

36

37

38

39

SISTEM INFORMASI KOORDINASI
PENDIDIKAN KESEHATAN (SIMKORDIK)
e-Pinisi (Pengelolaan Informasi
Kepegawaian Terintegrasi)

ALKIA (Akta Lahir dan Kartu Identitas
Anak)

Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan

Pengelolaan Aset Berbasis Digital (Digital
Asset)

Pd'jala (Perempuan Penjaga Laut)

PANDAWA 1000

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan
Penerapan

Penerapan

RSUD SAYANG RAKYAT Kesehatan

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kepegawaian
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhara., S.KM Kesehatan

pekerjaan umum dan

Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
penataan ruang

BADAN KEUANGAN DAN ASET Keuangan
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Deasy Ariani Amin, S.Kel, M.Si kelautan dan perikanan

kelautan dan perikanan
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v' Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian

indicator kinerja sasaran ini diantaranya :

1. Kegiatan rapat-rapat yang menunjang sasaran
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B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun-Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Indeks Inovasi Daerah dalaom kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Meningkatnya

partisipasi

perangkat

daerah dalam

1 mengembangkan ::g\e;:::i Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif
inovasi untuk Daerah (53,09) (59,66) (53,09) (55,43) (49,24)
mendukung

kinerja

Pembangunan

Daerah

Sangat
Inovatif
(2.530)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Rinerja (59,66) Tahun 2024 apabila
dibandingkan dengan target (53,09) tahun 2024 capaian Rinerja mencapai
112,38% atau 6,57 point dari target yang ditetapkan dengan kategori inovatif.
Realisasi ini mengalami perbaikan nilai indeks dibandingkan dengan tahun
2021-2023. Walaupun di tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan pernah
memperoleh predikat sangat inovatif namun skor penilaiannya berbeda

dengan tahun 2022-2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengon Target akhir Renstra
Tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut :
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1

Target % Capaian

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Akhir 2024
$asaran 2024 2024 2024 Renstra terhadap
2026 target 2026
Meningkatnya
partisipasi
perangkat

daerah dalom
mengembangkan  Indeks Inovasi  Inovatif Inovatif

inovasi untuk Daerah (53,09) (59,66) B Inovatif [COLL
mendukung
kinerja
Pembangunan
Daerah
Rata-rata Capaian Kinerjo tahun 2024 112,38%

Melihat dari keterkaitandari target dan capaian tahun 2024 terhadap target
akhir Renstra tahun 2026. Untuk capaian indicator indeks inovasi daerah
dapat dilihat bahwa telah mencapai target yang ingin diraih yaitu dengan

kategori inovatif sampai dengan tahun terakhir Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja S$erta $olusi yang
dilakubkan

Untuk indikator Indeks Inovasi Daerah ada beberapa faktor penunjang dan

penghambat pencapaian tersebut :
Faktor Penunjang

e Adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah yang terlibat
dalam pengusulan hasil-hasil inovasi yang ada di perangkat
daerahnya

e Beberapa hasi proyek perubahan oleh Pejabat eselon Il dan Il
yand mengikuti Diklatpim menghasilkan karya inovasi yang
dapat diikutkan dalam penghargaan IGA

e Berkembangnya jaringan dan kerjosama kelembagaan Litbang
dengan adanya Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah (FPPID) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 25 Tahun 2011
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Faktor Penghambat

e Belum tersedianya database
kelitbangan yang akurat dan up
to date untuk mendukung
kebutuhan data dan informasi
yang cepat dan akurat guna
kepentingan kelitbangan dalom
menindaklanjuti isu-isu aktuactual
strategis

e Masih minimnya pengembangan
SDM penelitian dan
pengembangan

e Belum terdapatnya wali inovasi
disetiap Perangkat Daerah

Solusi

Menyusun database terkait kelitbangan dengan melakukan penyesuaian
dengan isu-isu actual dan strategis

Menyusun database inovasi daerah yang ada disetiap Perangkat Daerah
Meningkatkan Koordinasi dan Kerjosama guna mendorong pengembangan
penelitian dan inovasi daerah

Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan
sosialisasi terkait indeks inovasi daerah kRhsusunya kepada Kepala Perangkat
daerah

E. Analisis Efisiensi penggunan sumberdaya

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi perangkat daerah
dalom mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja Pembangunaon Daerah
dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah telah dicapai target dengan
efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik
dibawah :
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Grafik Sebaran pegawaiberdasarkan beban kerja

SEKRETARIAT BIDANG PPEPD BIDANG PPM BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI & INFRASWIL LITBANG
SDA

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kinerja Bidang Penelitiaon dan
pengembangan dilaksanakan oleh 32 pegawai ASN dan 15 Non ASN, 32 ASN
terdiri dari 1 Kepala Bidang, 14 pejabat fungsonal dan 17 staf pelaksana serta
dibantu oleh 15 Non ASN. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran
yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian
sasaran Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalom mengembangkon
inovasi untuk mendukung Rinerja Pembangunan Daerah dengan indikator
kinerja Indeks Inovasi Daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp.
3.627.863.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.286.688.890,-
atau 90,60%.

F. Anggaran yang menduhung sasaran dan Tinghat Efisiensinya
Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa Indicator Sasaran ke-2

didukung oleh Prograom Penelitiaon dan Pengembangan pada bidang

Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda, yaitu :

Sasaran Program/Kegiatan

Meningkatnya partisipasi 1. Program Penelitian dan

peranghat daerah dalam Pengembangan
mengembangkan inovasi | Penelition dan Pengembangan

e T e o . Pemerintahan dan Pengkajian

Pemb D h Peraturan
embangunan Daera Penelition dan Pengembangan

Bidang Sosial dan Kependudukan
c. | Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Penelitian dan
d. | Pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
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Pengembangan Inovasi dan
Teknologi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaion
indicator sasaran ini dijabarkan dalom table

Sasaran Strategis Alokasi Anggaran Realisasi Capaian

Meningkatnya Rp. 3.627.863.000,- Rp. 90,60%
partisipasi 3.286.688.890, -

peranghat daerah
dalam
mengembanghkan
inovasi untuk
mendukung kinerja
Pembangunan
Daerah

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan
untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.286.688.890,- atau 90,60%
dari target dengan rasio capaian Rinerja sasaran sebesar 112,38%. Dengan
membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-2 dan realisasi

anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,78% seperti yang

digambarkan pada table berikut:

Sasaran Strategis % Capaian % Penyerapan Tingkat
Kinerja Anggaran Efisiensi

Meningkatnya 112,38% 90,60% 21,78%
partisipasi
perangkat daerah
dalom
mengembangkan
inovasi untuk
mendukung Rinerja
Pembangunan
Daerah
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asaran $trategis 3 (tiga

Meningkatnya akuntabilitas Rinerja perencanaan dan

pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Target s A

Indikator : (83.00)

Nilai SAKIP OPD

Telah disebutkan diatas bahwa sasaran ke-3 mempunyai 1 (satu) indicator
kinerja, sasaran ke-3 menjadi sasaran yang berfokus pada Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mendukung
dan menentukan keberhasilan jalannnya organisasi, baik pengelolaan secara
internal maupun secara eksternal. Dalam konteks penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan, dan pelayanan public pada umumnya dalam
upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai
bingkai kerja dalom proses penyelenggaran pemerintahan dan
pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal
tersebut. AkRan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai
stakeholder untuk mewujudkannya. Keinginan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik/good governance adalah dengan memperhatikan
prinsip-prinsip  seperti akuntabilitas, keterbukaan/transparansi, ketaatan
pada aturan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur
berdasarkan indikator :
1. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakandan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan
kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjomin kemudahan didalaom memperoleh
informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak
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yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar
dapat dimengerti dan dipantau

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public terhadap masyarakat
yang memeberinga kewenangan untuk mengurusi Rewenangan mereka.
Para pengambil keputusan di pemerintah bertanggung jawab baik
kepada masyarakat yang berkepentingan.

3. Penegakan Hukum
Partisipasi masyarakat dalom proses politik dan perumusan-perumusan
kebijaokan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum.
Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance,
harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan
karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the
supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang
responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif,
Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan
tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang

menyangkut hak asasi manusia.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut;

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

perencanaan dan Nilai SAKIP
pengelolaan OPD
keuangan Perangkat

Daerah

A (83,00) A (83.00) 100%
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+ Penjelasan target, realisasi dan capaian indicator sasaran ke-3
Tabel diatas menunjukkan realisasi kRinerja sasaran ke-3 dengan indicator
kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana
sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran
dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan
dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat berdasarkan
hasil evaluasi akuntabilitas Rinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat

menandakan semakin baiknya kudalitas tata kelola pemerintahan.

Untuk Tahun 2024 Berdasarkan surat dari Inspektorat Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor : 700.04/2324/A./ltprov tanggal 15 Juli 2024, tingkat
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiaon dan
Pengembangan Daerah mendapatkan nilai 83,00 dengan predikat A. Nilai
tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Komponen yang menjadi penilaian
Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelition

dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

¢ Perencanaan Kinerja : 25.50 dari Bobot 30
¢ Pengukuran Kinerja : 24.60 dari Bobot 30
e Pelaporan Kinerja : 12.45 dari Bobot 15

¢ Evaluasi AkRuntabilitas Kinerja Internal : 20 dari Bobot 25

Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan
sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya Tujuan dan
Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 kemudian dijabarkan

pada perencanaan Rinerja eselon Il dan eselon IV sebagai penanggung jawab
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tercapainya output dari kegiatan. Demikan halnya dengan pengukuran
kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon IV sampai eselon II.
Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaion

sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Untuk tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi kinerja SAKIP
Bappelitbangda sebesar 83,00 dengan predikat A, jika dibandingkan dengan
hasil evaluasi tahun 2023 nilai SAKIP sebesar 82,55 dengan Predikat A ada
kenaikan sebesar 0,45 point.. Capaian kinerja sasaran ke-3 Nilai SAKIP OPD
capaiannya sebesar 100 persen. Untuk meningkatkan kudlitas akuntabilitas
kRinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah itu
dilakukan dengan melihat hasil rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024 dari
berbagai komponen, rekomendasi SAKIP hasil penilaian Inspektorat tahun 2024
menjadi acuan bagi Bappelitbangda meningkatkan kualitas akuntabilitas
kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

v' Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian

indicator kinerja sasaran ini diantaranya :

1. Kegiatan rapat-rapat yang menunjang sasaran
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B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun-Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Indeks Inovasi Daerah dalaom kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

perencanaan dan  Nilai SAKIP A
pengelolaan OoPD (83,00)
keuangan

Perangkat

Daerah

A (83,00) A (83,00) A (81,00) A (80,00) A (80,00)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja (83,00) Tahun 2024 apabila
dibandingkan dengan target (83,00) tahun 2024 capaian Rinerja mencapai
100% dengan kategori inovatif. Realisasi ini mengalomi perbaikan nilai
dibandingkan dengan tahun 2020-2023. Bappelitbangda lima tahun

terakhir memperoleh nilai predikat A dengan kategori memuaskan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target akhir Renstra
Tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut :

Meningkatnya

akuntabilitas

Rinerja Nilai SAKIP A
perencanaan OoPD (83,00)
dan

pengelolaan

A (83.00) 100% 100 100
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kReuangan
Perangkat
Daerah

Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2024 100%

Melihat dari keterkaitandari target dan capaian tahun 2024 terhadap target
akhir Renstra tahun 2026. Untuk capaian indicator Nilai SAKIP OPD dapat
dilihat bahwa telah mencapai target yang ingin diraih yaitu dengan kategori

memuaskan sampai dengan tahun terakhir Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja $erta $olusi yang
dilahukan

Untuk indikator Nilai SAKIP OPD ada beberapa faktor penunjang dan

penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Penunjang

Koordinasi dan kerjasama yang
baik dalom lingkup kerja
Bappelitbangda

Komitmen Bappelitbangda
dalom menindaklanjuti
beberapa rekomendasi atas LHE
Inspektorat

Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung yang
memadai

Komitmen pimpinan dalam
pencapaian Rinerja

Faktor Penghambat

Belum optimalnya pemahaman
beberapa ASN terkait indikator
sasaran Rinerjonya

Adanya perubahan regulasi dari
pusat yang mempengaruhi
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah

Adanya tumpang tindih
kebijakan antar Pemerintah pusat
yang mempengaruhi perencanaan
dan evaluasi Perangkat Daerah
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Solusi

Peran aktif pejabat structural dalam mengawal program dan kegiatan baik
dari kRinerja maupun anggaran

Peningkatan kualitas SDM

Terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian
sasaran yand berorientasi hasil

Mengupdate informasi terkait kebijakan dan peraturan pemerintah pusat
Meningkatkan peran konsultasi dengan pemerintah pusat terkait
permasalahan yang dihadapi

E. Analisis Efisiensi penggunan sumberdaya

Dalaom rangka pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja
perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan indikator
kinerja Nilai SAKIP OPD telah dicapai target dengan efisisensi penggunaon

sumberdaya aparatur seperti yang terlihata pada garfik dibawah :

Grafik Sebaran pegawaiberdasarkan beban kerja

SEKRETARIAT BIDANG PPEPD BIDANG PPM BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI & INFRASWIL LITBANG
SDA

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kinerja Bagian Sekretariat
dilaksanakan oleh 41 pegawai ASN dan 31 Non ASN, 41 ASN terdiri dari 1
Kepala badan, 1 Sekretaris, 3 Kepala Sub bagian, 4 pejobat fungsonal dan 32
staf pelaksana serta dibantu oleh 31 Non ASN. Dari segi efisiensi penggunaan
anggaran, anggaran yang direncanakan pada perjanjian Rinerja tahun 2024
untuk pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaon

dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai
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SAKIP OPD sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 42.256.441.645,- don
dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 40.862.502.762,- atau 96,70%.

F. Anggaran yang mendukung sasaran dan Tinghat Efisiensinya

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa Indicator Sasaran ke-3
didukung oleh Program Penunjong Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Bappelitbangda, yaitu :

Sasaran Program/Kegiatan

Meningkatnya akuntabilitas 1. Program Penunjang Urusan

kinerja perencanaan dan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. | Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. | Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

¢. | Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

d. | Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

e. | Administrasi Umum  Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah

f. | Penunjang Urusan pemerintah
Daerah

d. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjoang Urusan Pemerintahan
Daerah

pengelolaan heuangan
Peranghkat Dacrah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian
indicator sasaran ini dijabarkan dalom table

Sasaran Strategis Alokasi Anggaran Realisasi Capaian
Mellillgltclnyﬂ Rp.42.256.441.645,- Rp. 40.862.502.762,- 96,70%
ahuntabilitas kinerja

perencanaan dan

pengelolaan keuangan

Peranghkat Daerah
Dari kedua table diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan
untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 40.862.502.762,- atau 96,70%

dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan
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membandingkan antara capaain kinerja pada sasaran ke-3 dan realisasi
anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,3%, sesuai dengan tabel

yang tergaombarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis % Capaian % Penyerapan | Tingkat Efisiensi
Kinerja Anggaran
Meningkatnya 100% 96,70% 3,3%
akuntabilitas
kinerja
perencanaan dan
pengelolaan
keuangan
Perangkat Daerah
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E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai
integritas kReuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
yang menjadi tugas Bappelitbangda untuk mencapai 3 (tiga) sasaran
strategis, memerlukan dukungan anggaran. Pada tahun 2024,
Bappelitbangda mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.644.397.845,-
yang direalisasikan sebesar Rp.49.969.702.901,- atau sebesar 94,92%.

No Uraian Target Presentasi
1 Belanja Operasi Rp. 52.408.680.845,- 99,55%
1.1 Belanja Pegawai Rp. 31.801.634.486,- 60,40%
1.2 Belanja Barang danjasa Rp.20.607.046.359,- 39,15
2 Belanja Modal Rp. 235.717.000,~ 0,45
2.1 Belanja Modal Rp.O,- 0%
Peralatan dan Mesin
2.2 Belanja Modal/Aset Rp.O,- 0%
Lainnya
JUMLAH Rp. 52.644.397.845,~ 100%
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BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

menyampaikan kendala dan upaya yang telah dilakukan dalom mencapai Rinerja

pelayanan Bappelitbangda sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Dapat

disimpulkan bahwasasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja

tahun 2024.

Hasil laporan kinerja Bappelitbangda sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur

ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

rata-rata realisasi Rinerja Bappelitbangda sampai dengan akhir tahun 2024

adalah sebesar 105.76%

2. Readlisasi keuangan Bappelitbangda sampai dengan akhir tahun 2024 adalah

sebesar Rp. 49.969.702.901,-

3. Secara umum, pencapaian target sampai dengan akhir tahun 2024 sangat

dipengaruhi oleh kebijakan baik ditingkat daerah maupun pusat. Selain hal

tersebut ada beberapatantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan

evaluasi serta penelitian daerah, diantaranya sebagai berikut :

Ketersedioan data pembangunan yang komprehensif

Konstribusi kegiatan penelition terhadap pengambilan kebijakan
perencanaan

Nilai Indeks Inovasi Daerah sangat didukung oleh konstribusi seluruh
Pearngkat Daerah dalam menghasilkan sebuah inovasi yang akan dilkkutkan
dalam proses penilaian indeks inovasi daerah.

Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Pusat yang berakibat pada
adanya perubahan target dan anggaran sehingga dapat mempengaruhi
capaian kinerja dari beberapaindikator sasaran yang telah ditetapkandi IKU

Bappelitbangda.
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Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dijumpai  dalom
penyusunan laporan Rinerja ini, maka langkah-langkah penting yang harus

dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda diantaranya:

1. Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pihak pusat dan stakeholder
yang terlibat dalom pencapaian indicator sasaran strategis Bappelitbangda

2. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara
maksimal sehingga dapat meningkatkan kudlitas data evaluasi dan pada
akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

3. Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk
meminimalisir padatnya agenda kegiatan

4. Mengoptimalkan pendampingan kepada perangkat daerah dalam mengawal
perencanaan dan penganggaran

5. Melakukan inovasi secara terus menerus pada system perencanaan dan
pengendalian yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta untuk mendukung ketercapaian kinerja pembangunan

daerah.
Demikion kinerjo Badan Perencanaan Pembangunan, Penelition dan

Pengembangan Daerah Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan

kinerja selanjutnya.
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